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DPR Tolak BLU Batubara

Pembentukan badan layanan umum untuk pungutan batubara dikhawatirkan
berdampak pada kenaikan tarif dasar listrik yang harus ditanggung pelanggan.

1
JAKARTA, KOMPAS — Anggota Ko-
misi VII DPR menolak rencana
pemerintah membentuk badan
layanan umum atau BLU untuk

pungutan batubara sebagai so-

lusi atas krisis pasokan batu-
bara untuk pembangkit listrik
PT Perusahaan Listrik Negara
(Persero) akhir-akhir ini. Mem-
perketat pengawasan peme-
nuhan kebutuhan batubara da-
lam negeri lebih diprioritaskan.
Pembentukan BLU dikhawatir-
kan dapat menaikkan tarif da-
sar listrik.

Hal itu mengemuka dalam
rapat kerja anggota Komisi VII
DPR dengan Menteri Energi
dan Sumber Daya Mineral
(ESDM) Arifin Tasrif, Kamis
(13/1/2022), di Jakarta. Salah
satu agenda rapat adalah mem-
bahas krisis pasokan batubara,
termasuk kebijakan larangan
ekspor batubara, yang terjadi
akhir-akhir ini. Rapat dipimpin
Ketua Komisi VII DPR dari
Partai Nasdem Sugeng Supar-
woto dan dihadiri jajaran pe-
jabat Kementerian ESDM.

Salah satu kesimpulan rapat
adalah. Komisi VII DPR men-
desak pemerintah memperke-
tat pengawasan pemenuhan ke-
butuhan dalam negeri (domestic
market obligation/DMO) batu-
bara untuk pembangkit listrik
PLN. Mereka juga menolak ren-
cana pembentukan BLU batu-
bara sebagai solusi atas krisis
pasokan batubara yang terjadi
akhir-akhir ini.

“Komisi VII DPR mendesak
Menteri ESDM untuk mening-
katkan pengawasan pelaksana-
an DMO batubara dan memberi
sanksi tegas kepada perusahaan
yang tidak memenuhi kewajib-
an DMO batubara. Komisi VIIT
DPR juga mendesak Menteri
ESDM untuk tidak member-
lakukan harga DMQ¢batubara
berdasar harga pasar,” uicap Su-
geng saat membacakan kesim-
pulan rapat” -

Apabila Kebijakan DMO ba-
tubara menggunakan harga pa-
sar, menurut anggota Komisi
VII DPR dari Partai Gerindra,
Kardaya Warnika, artinya pe-
merintah tak memahami mak-
na sesungguhnya dari DMO ba-
tubara tersebut. Selain itu, har-
ga DMO batubaraberdasar har-

ga pasar akan memengaruhibe- *

saran tarif listrik pelanggan.

Anggota Komisi VIT dari Par-
tai Amanat Nasional, Nasril Ba-
har, menambahkan, pemerin-
tah sudah seharusnya bersikap
tegas kepada perusahaan tam-
bang batubara yang tidak me-
nunaikan kewajiban DMO ba-
tubara. Kalaupun memberikan
sanksi berupa denda, pemerin-
tah juga harus menegakkan
sanksi tersebut.

”Data perusahaan tambang
batubara yang tidak patuh
DMO batubara semestinya di-
umumkan. Jangan- ditutup-tu-
tupi. Berapa jumlah perusahaan
dan sanksi denda yang masuk
menjadi - penerimaan negara

mesti diungkap kepada publik,”
ujarnya.

Dalam rapat tersebut, Arifin
mengatakan, ada 47 perusahaan
tambang batubara yang sudah
memenuhi kewajiban DMO 100
persen, 32 perusahaan meme-
nuhi DMO:75-100 persen, dan
5. perusahaan' - memenuhi
DMO 50-75 persen. Kemudian,
ada sekitar 428 perusahaan

tambang ~batubara yang sama .
< sekali belum.memenuhi kewa-

jiban DMO.

Menurut Arifin, perusahaan.
tambang batubara yang” tidak
memenuhi _kewajiban., DMO

.\ akan ditetapkan sanksi berupa

denda. Denda dihitung dari se-
lisih harga di internasional di-
kurangi harga DMO batubara
dikali yolume ekspor. Kemen-
terian ESDM juga telah me-
minta PLN memperbaiki' sis-
tem kontrol suplai batubara ke
pembangkit listrik yang terko-
neksi langsung dengan sistem di
kementerian.

“PLN sudah menyebutkan
suplai batubara ke PLTU cukup
aman. Kami bersama lintas ke-
menterian/lembaga terus ber-
koordinasi agar stok batubara
ke PLTU terus aman sehingga
bisa memberikan manfaat yang
sebesar-besarnya untuk rakyat
dan negara,” ucap Arifin.

Hal yang sama disampaikan
dosen Departemen Ekonomika
dan Bisnis Sekolah Vokasi Uni-
versitas Gadjah Mada, Yogya-
karta, Fahmy Radi, saat dihu-

bungi dari Jakarta. Menurut
dia, dalam skema BLU batuba-
ra, PLN membeli batubara de-
ngan harga pasar, bukan dengan
harga DMO yang ditetapkan pe-
merintah. Selisih harga pasar
dengan harga DMO ditanggung
BLU, yang dananya berasal dari
luran_pengusaha yang meng-
ekspor batubara.

Tidak ada jaminan

Skema BEU $esungguhnya ti-
dak_akan menyelesaikan ma-
salahyy tetapi justru akan me-
nimbulkan masalah baru. Fah-
my menilai, tidak ada jaminan
bahwa PLN akan mendapatkan
pasokan sestiai kebutuhan mes-
kipun batubara dibeli sesuai
harga pasar. Berdasarkan kon-
trak jangka panjang, pengusaha
akan mendahulukan pembeli di
luar negeri ketimbang menjual
ke PLNyangmendasarkan pada
kontrak jangka pendek.

”Kalau itu benar, tidak dapat
dihindari PLN akan kembali
mengalami krisis pasokan ba-
tubara dan berpotensi terjadi
pemadaman di sebagian besar
pembangkit listrik PLN,” ujar
Fahmy.

Fahmy lantas memberikan
ilustfasi. Berdasarkan kebutuh-
an batubara PLN sebesar 51

 juta ton, periggantian selisih an-

tara harga pasar dan harga
DMO batubara 70 dollar AS per
ton, jumlahnya sangat besar.
Kalau harga pasar batubara saat
ini mencapai 203 dollar AS per

ton, total penggantian dari fur-
an mencapai 816 juta dollar AS.
Dengan dana sebesar itu, tak
tertutup kemungkinan ada ke-
engganan pengusaha memba-
yar iuran.

"Kalau iuran itu gagal di-
bayarkan kepada PLN karena
keengganan pengusaha, biaya
pokok penyediaan listrik sudah
pasti membengkak. Dalam kon-
disi tersebut, kalau tidak ingin
bangkrut, PLN harus menaik-
kan tarif listrik yang makin
memberatkan = rakyat,” ucap
Fahmy.

Fahmy juga mengatakan,
dengan konsep BLU batubara
dan segala konsekuensinya itu,
ada kemungkinan negara harus
menambah subsidi listrik de-
ngan memakai dana APBN.
Akibatnya, APBN akan mem-
bengkak. :

Menurut Fahmy, daripada
menggunakan skema BLU yang
berpotensi menimbulkan ma-
salah baru, pemerintah sebaik-
nya tetap menggunakan skema
DMO batubara yang ada dengan
melakukan perbaikan kebijak-
an. Misalnya, jadwal pendistri-
busian pasokan DMO batubara
ke PLN dibuat per bulan dari
sebelumnya yang cenderung
per tahun.

“Hal yang tak kalah penting,
sanksi kepada perusahaan tam-
bang batubara yang tidak me-
menuhi kewajiban DMO mesti
ditegakkan pemerintah,” ujar-
nya. (MED)
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